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1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku

2. surat kuasa apabila dikuasakan

3. fotokopi SPPT

4. fotokopi tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir

5. pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa: - penghasilan wajib pajak rendah; dan - hasil 

pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas

6. surat keterangan bahwa wajib pajak tidak mampu dari kepala desa dan diketahui camat

7. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku

8. surat kuasa apabila dikuasakan

9. fotokopi SPPT

10. fotokopi tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir

11. surat keterangan bahwa wajib pajak tidak mampu dari kepala desa dan diketahui camat

12. fotokopi akta pendirian usaha

13. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku

14. surat kuasa apabila dikuasakan

15. fotokopi laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan 1 (satu) tahun terakhir

16. fotokopi SPPT

17. PPh tahun berjalan

18. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku

19. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, 

Pengesahan, Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang

20. fotokopi SPPT

21. fotokopi struk gaji, tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir

22. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku

23. surat kuasa apabila dikuasakan

24. fotokopi surat keputusan pensiun

25. fotokopi SPPT

26. fotokopi struk gaji, tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir

27. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku

28. surat kuasa apabila dikuasakan

29. fotokopi SPPT

30. surat perjanjian kerjasama apabila tanah bukan milik desa

31. surat pernyataan dari Pemerintah Desa bahwa tanah dipergunakan / dimanfaatkan oleh Pemerintah 

Desa untuk kegiatan pertanian / perikanan / perkebunan / peternakan / industry / perdagangan / jasa

32. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku

33. surat kuasa apabila dikuasakan

34. fotokopi SPPT

35. surat keterangan bahwa wajib pajak melakukan kegiatan di bidang pendidikan, Kesehatan, dan 

kebudayaan dari kepala desa dan diketahui camat

36. fotokopi akta pendirian usaha

37. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku

38. surat kuasa apabila dikuasakan

39. fotokopi laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan 1 (satu) tahun terakhir

40. fotokopi SPPT

41. surat pernyataan wajib pajak yang menyatakan obyek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain 

yang luar biasa diketahui kepala desa dan camat

42. surat keterangan adanya bencana dari kepala desa dan diketahui camat

43. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan

44. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota Legium Veteran Republik Indonesia 

(LVRI) dari Kepala Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI)

45. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang mash berlaku

46. surat kuasa

47. fotokopi SPPT

48. surat pernyataan kepala desa bahwa wajib pajak benar-benar mengajukan permohonan pengurangan, 

keringanan, pembebasan pajak

49. surat keterangan bahwa wajib pajak tidak mampu dari kepala desa diketahui camat
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Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi pajak secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Dinas dengan 

dilampiri persyaratan administrasi

2. Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi pajak dapat dilakukan secara individu atau kolektif

3. Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi pajak secara kolektif melalui Kepala Desa apabila besaran pajak terutang paling 

tinggi sebesar Rp200.000.00 per wajib pajak

4. Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak 

atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

5. Dinas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan dapat dibantu oleh tim

6. Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi 

kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan

7. Surat keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak atau pengurangan 

atau penghapusan sanksi administrasi

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Jl. Parasamya No.05, Beran, Tridadi, Sleman (0274) 

867248
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